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BAB |
PENDAHULUAN

Konstitusi telarmengamanatkan kepada pemerintah untuk menyediakan pendidikan
berkualitas bagi semua warga negara. Untuk memenuhi amanat konstitusi tersebut,
pemerintah telah berupaya meningkatkan akses layanan pendidikan di Indonesia. Upaya ini
dapat dikatakan berhasiltdndai dengan meningkatnya angka partisipasi dan menurunnya
angka putus sekolah secara nasional. Namun demikian, masih terdapat tantangan untuk
peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan yang menjadi pekerjaan rumah yang harus
diselesaikan.

Untuk menghadapi tantangan di atas, kajian akademik ini menawarkan konsep
transformasi sekolah melalui program Sekolah Penggerak, yaitu program yang mendorong
satuan pendidikan (sekolah) untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik secara holistik
dalamrangka mewujudkan Profil Pelajar Pancasila dengan berfokus pada kompetensi
kognitif (literasi dan numerasi) serta nonkognitif (karakter) yang diawali dengan
peningkatan kompetensi kepala satuan pendidikan (kepala sekolah) dan guru. Selanjutnya,
setelahsekolah mampu melakukan transformasi diri, Sekolah Penggerak diharapkan dapat
menjadi katalis bagi sekoledekolah lain sehingga pemerataan mutu pendidikan dapat

terjadi secara luas dan merata di seluruh Indonesia.

A. Latar Belakang

Indonesia telabme | et akkan f ondasi kebijakan fdper
UndangUndang Dasar 1945 Pasal 31 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak
mendapat pendidi kan. Amanat UUD 0645 tersebu
dalam rangka penyediaaredempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan

pendidikan.

Usaha mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan memiliki korelasi dengan
tujuan menyejahterakan masyarakat. Amartya Sen (1999) dxawiopment as freedom
mengategorikan pendidikan dadne s e hat an sephpalgaan go paeidl s1iaalg 0
opportunitie3 yang memungkinkan masyarakat punya bekal yang cukup untuk

berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Bekal pendidikan, seperti kecakapan
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literasi dan numerasi, menjadi modal dasarwviddi untuk mengakses pendidikan dan
memungkinkan untuk mengarungi kehidupan sosial, ekonomi, bahkan politik. Dengan
pendidikan yang memadai seseorang memiliki kesempatan yang lebih terbuka untuk ikut
serta dalam pembangunan ekonomi dan sosial serta naikacipdan memelihara

demokrasi yang sehat.

Sejak 197@an, yakni melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 1973
tentang Program Bantuan Pembangunan Gedung Sekolah Dasar, Indonesia secara masif
meluaskan akses pendidikan dasar. Kebijakan yangalken s e b a g a i ASD I npr e
oleh penataan kurikulum pendidikan, pelatihan dan penempatan guru, serta penambahan
buku pelajaran dan alat peraga untuk menunjang pembelajaran. Dampak dari kebijakan
tersebut adalah meningkatnya jumlah gedung sekolalbetd@mbahnya angka partisipasi
masyarakat dalam pendidikan dasar. Berkat kebijakan SD Inpres ini, Presiden Soeharto
menerima The Avicena Award dari UNESCO pada 1993 sebagai penghargaan atas
keberhasilan menerapkan wajib belajar 6 tahun.

Perluasan akses mdidikan kian diperkuat pada era Reformasi melalui amandemen
UUD 645, vyakni dengan memasti kan negara waj
memprioritaskan sekurasigirangnya 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja
negara, serta menyelenggaralemt u si stem pendi di kan nasi or
menjadi landasan hukum Undabgdang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang secara khusus mengatur perihal wajib belajar 9 tahun,
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dedeslisasi kewenangan pendidikan kepada
pemerintah daerah, serta manajemen berbasis sekolah.

Berkat berbagai kebijakan tersebut, angka partisipasi pendidikan dan angkat®ata
Lama Sekolah (RLS) meningkat. Pada 1950, warga Indonesia berusia 25 tahltas ke a
memiliki lama sekolah kurang dari 2 tahun, kemudian meningkat menjadi 4 tahun pada 1990,
dan berlipat ganda menjadi 8 tahun pada 2015 (World Bank, 2018a).

Pada kurun 20152019, pemerintah berhasil menurunkan angka putus sekolah
(APTS) di jenjang SD, SM, SMA, dan SMK, bahkan APTS SMA telah turun sebesar 72%
dari 7,01% pada tahun 2015 menjadi 1,97% pada 2019. Capaian penurunan APTS yang
signifikan di jenjang sekolah menengah merupakan hasil dari salah satu program prioritas
nasional, yaitu Program Indasia Pintar (PIP). Bantuan PIP disalurkan melalui Kartu

Indonesia Pintar dengan cara memberikan bantuan tunai pendidikan kepada siswa SD, SMP,
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SMA, dan SMK dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan
(Renstra Kerandikbud 202@ 2024).

Turunnya angka putus sekolah berkontribusi pada meningkatnya angka partisipasi
kasar (APK) jenjang SMP dan SMA Sederajat. APK SMP/MTs Sederajat meningkat dari
88,6% pada tahun 2014 menjadi 90,6% pada 2019. Sedangkan, APK SMA/SMK/MA
Sederajat meningkat daf4,3% pada tahun 2014 menjadi 83,98% pada 2019. Dalam kurun
waktu yang sama, ratata lama sekolah juga meningkat seiring perkembangan APK
tersebut. Rataata lama sekolah penduduk usia 15 (lima belas) tahun ke atas saat ini
mencapai 8,75 (Renstra Kemilikbud 202@ 2024).

Dari sisi guru, upaya standardisasi kompetensi guru telah ditempuh melalui penerbitan
UndangUndang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang mengatur kualifikasi
minimum pendidikan dan standar kompetensi guru. Sebagai sebuah,efeg guru
diharapkan memiliki pendidikan minimum sarjana atau diploma IV dan memiliki
kompetensi pedagogik, sosial, kepribadian, dan profesional yang dibuktikan dengan adanya
sertifikat pendidik. Kebijakan ini telah mendorong sebagian besar guru kiegalar
sarjana, dari sekitar 37% pada 2003 menjadi 90% pada 2016 (World Bank, 2018a).

Guru yang tersertifikasi juga terus bertambah, yakni dari 46% pada tahun 2015
menjadi sekitar 55% pada 2019. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang
Pewubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, pola sertifikasi
guru dalam jabatan telah diubah menjadi Pendidikan Profesi Guru (PPG). Dibandingkan
dengan pola sertifikasi sebelumnya, PPG memerlukan waktu yang lebih lama, yakni dari
sermula 10 hari menjadi 6 bulan. Pendidikan Profesi Guru melibatkan LPTK sebagai
pelaksananya dan disertai dengan Uji Tulis Nasional (UTN) sebagai syarat kelulusan
sehingga lebih terjaga mutunya (Renstra Kaikbud 202@ 2024).

Berbagai upaya perluasan aksas ggembenahan mutu penyelenggaraan pendidikan
di atas sayangnya belum membuahkan capaian pembelajaran yang memuaskan (Joppe de
Ree dkk., 2017; Kurniawati dkk., 2018). Survei capaian hasil belajar siswa seperti
Programme for International Student Assessniel8A) mengindikasikan mutu pendidikan
di Indonesia belum beranjak baik. Hasil PISA dari tahun 2000 hingga 2018 menunjukkan
performa yang cukup baik dalam hal perluasan akses pendidikan, terlihat dari meningkatnya
partisipasi siswa bersekolah dalam suREA dari 39% pada tahun 2000 menjadi 85%

pada 2018. Namun, perkembangan positif itu belum diikuti oleh capaian hasil belajar, di
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mana skor PISA 2018 untuk kemampuan membaca, matematika, dan sains secara berurutan
adalah 371, 379, dan 376 yang mana bedideawah rataata negaramegara OECD.
Sebagian besar siswa bahkan tidak mampu mencapai kompetensi minimal di tiga bidang
tersebud sejumlah 70% siswa tidak mencapai kompetensi minimal dalam membaca, 71%
untuk matematika, dan 60% untuk sains (Pusat PaniRendidikan, 2019).

Kesenjangan kualitas pendidikan antardaerah juga masih menjadi isu penting dalam
pemerataan mutu. Indonesia memiliki 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota dengan kondisi
sosial ekonomi dan geografis serta kapasitas kelembagaan yandabdmra sehingga
memengaruhi kemampuan daerah dalam menerapkan kebijakan pendidikan. Pengalihan
tanggung jawab melalui desentralisasi layanan pendidikan ke pemerintah daerah yang
bervariasi ini memicu kekhawatiran politisasi dalam pengelolaan pendidikgiank/ang
dilakukan Rosser (2018) menunjukkan bahwa terjadi disparitas mutu pendidikan di
Indonesia, selain muncul karena masalah pendanaan yang belum memadai, defisit sumber
daya manusia antardaerah, struktur insentif yang keliru, dan manajemen panggdolg
belum memadai, terutama berkaitan dengan masalah ekonomi dan politik. Penyediaan dan
pengelolaan sumber daya, serta rekrutmen dan pengelolaan guru misalnya, berhubungan erat
dengan praktik politik dan kekuasaan di tingkat daerah (Rosser, 2018;/@EB[2015).

Dari sisi capaian hasil belajar, disparitas mutu pendidikan terlihat dari hasil penilaian
Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI) yang mengukur kemampuan matematika,
membaca, dan sains siswa Indonesia. Data AKSI SMP pada 2019 memperlihatkan
perbedaan rateata skor AKSI siswa dari DKI Jakarta dan DI Yogyakarta dengan daerah
lain baik di pulau Jawa maupun daerah lainnya di Indonesia. Pengelompokan nilai AKSI
dilakukan berdasarkan pulgulau dan dua provinsi dengan nilai tertinggi (DKI Jakdatia
DI Yogyakarta) yang menunjukkan ketimpangan kualitas pendidikan secara geografis.
Pulaupulau di timur Indonesia seperti Sulawesi, Papua, Kepulauan Maluku, dan Kepulauan
Nusa Tenggara menunjukkan kesenjangan yang tinggi dibandingkan dengan DKI Jakarta
dan DI Yogyakarta dalam nilai AKSI (Pusat Penilaian Pendidikan, 2019).

Selain isu mengenai disparitas mutu pendidikan antardaerah, kompetensi guru di
Indonesia juga belum memadai. Model pengajaran guru di Indonesia diyakini masih
bertindak sebagai penerysngetahuan, bukan fasilitator pembelajaran. Banyak guru
disinyalir tidak memfokuskan pengembangan karakter dan membangkitkan keingintahuan
belajar siswa. Dalam hal guru mengajukan pertanyaan, sekitar 90% dari tanggapan siswa

hanya berupa jawaban satu&aCara guru bertanya bersifat dangkal, belum mendukung
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munculnya keterampilan berpikir tingkat tingghigher order thinking skills dan
kemampuan menjelaskan logika pemikiran (Renstradfdikbud 202@ 2024). Simpulan

ini senada dengan data hasil Uji Koetgnsi Guru (UKG) yang dilakukan terhadap guru

guru Indonesia. Nilai rateata UKG 2019 tertinggi yang dicapai oleh guru jenjang SD adalah
sebesar 54,80, guru jenjang SMP sebesar 58,60, dan jenjang SMA sebesar 62,30. Secara
agregat, rataata nilai UKG na®nal hanya 57 dari nilai maksimal 100 (Neraca Pendidikan
Daerah, 2019).

Rendahnya kompetensi guru di atas dapat disebabkan oleh d@art@mna proses
rekrutmen guru tidak dilakukan dengan baik sehingga tidak mampu menghasilkan mutu
input guru yang menaai. Rekrutmen guru yang berkualitas terkendala baik dari sisi
kelembagaan, seperti aturan dan kewenangan antarkementerian/lembaga dan pemerintah
daerah, tersandera oleh kepentingan ekonomi politik baik di tingkat nasional maupun daerah,
serta dinamika sad di mana prestise guru PNS dianggap memiliki jaminan kesejahteraan
sehingga banyak calon guru mengabdi sebagai guru honorer dengan keyakinan akan
diangkat sebagai PNS (Aris R. Huang, dkk., 20BR@dug pengembangan kompetensi guru
dalam jabatan tidakildkukan secara berkelanjutan. Laporan yang dirilis OECD/ADB
(2015) menyebutkan bahwa hanya sedikit guru di Indonesia yang mendapatkan pembinaan
baik oleh fasilitator eksternal, kepala sekolah, pengawas, maupun rekan guru yang lebih
berpengalaman (OECD/AQRO015).

Meningkatnya akses pendidikan, tetapi belum diikuti oleh peningkatan mutu
pembelajaran menjadi gejala umum pada negeagara berkembang. Dalam istilah yang
dipopulerkan oleh Lant Pritchett (2013), fenomena ini disebut selflagac ho ol i ng ai
lear ni MOdP®Er sekol ah tetapi tak bel aj aWadld Bank
Devel opment Report 2018: L e amenyebutgantteodapBte al i z
empat faktor yang membuat peserta didik di banyak negara berkembang gagal belajar.
Pertama minimnya kesiapan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran, baik karena
kurangnya nutrisi sejak kandianak, minimnya kondisi kesejahteraan keluarga, maupun
kurangnya kemampuan literasi dasdeduga kurangnya kompetensi dan motivasi guru
dalam mengajar.Ketiga, minimnya sumber daya belajd¢eempat manajemen dan tata
kelola pendidikan belum berkembang baik (World Bank, 2018b).

Menyadari bahwa sistem pendidikan di Indonesia saat ini secara umum berada dalam
kategorisistem berkinerja di bawatata-rata dibandingkan dengan negavagara di Asia

Timur dan Pasifik berdasarkan hasil skor penilaian internasional, seperti PISA, TIMSS, dan
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EGRA (World Bank, 2018b), maka sangat penting untuk mengidentifikasi permasalahan
inti yang harus ditangani wk meningkatkan hasil pendidikan. Oleh sebab itu, negara
negara dengan sistem berkinerja di bawah -na&t&@ perlu membangun kapasitas
kelembagaan untuk melakukan reformasi sistem yang lebih baik dan komprehensif.
Kebijakan pengembangan kapasitas guru pelilrahkan pada peningkatan kualitas
pengajaran. Selain itu, perlu dikembangkan sistem penilaian hasil belajar di tingkat kelas,
satuan pendidikan, dan nasional, serta korelasinya dengan penilaian internasional sebagai
benchmarkinglan akuntabilitas siste(WVorld Bank, 2018c).

Potret mutu pendidikan di Indonesia yang belum beranjak baik telah memantik
berbagai program dan kebijakan di tingkat nasional. Upaya peningkatan mutu pendidikan
diupayakan dengan membentuk sekedakolah berkualitas di berbagai dagrantara lain
melalui kebijakan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), Sekolah Rujukan, dan
Sekolah Model. Harapannya, melalui tumbuhnya sekolah berkualitas di suatu wilayah ,
maka akan dapat menjadi contoh bagi sekolah lain di sekitarnya.

Berbagai kebijakan peningkatan mutu pendidikan di atas telah mampu mendorong
terselenggaranya layanan pendidikan yang lebih berkualitas, tetapi belum mampu
memberikan dampak lebih luas dan merata ke lebih banyak sekolah dan daerah.
Keterbatasan dampak terselalisebabkan oleh beberapa hBertama intervensi yang
dilakukan sering menyasar kepada sekslahk ol ah dengan mut u yan
sehingga, alifalih mendorong pemerataan mutu pendidikan, justru dapat menambah
disparitas mutu dengan sekols¢kolah disekitarnya.Kedua program yang diberikan
bersifat bantuan dana atau bantuan sarana fisik sehingga proses pengimbasan ke sekolah lain
sulit dilakukan.Ketiga, keberlanjutan program peningkatan mutu tidak didukung oleh
ekosistem yang memadai baik di tingkasional maupun daerah. Regulasi yang menjamin
keberlanjutan program di tingkat nasional tidak tersedia, begitu pula upaya adopsi dan
perluasan prograns¢ale ouy di tingkat daerah tidak dilakukan. Ekosistem pengembangan
mutu dapat terbentuk apabila didung oleh regulasi, kebijakan, dan penganggaran yang

berkelanjutan, serta kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah.

Sebagai upaya melanjutkan dan mengembangkan kebijakan peningkatan mutu
pendidikan agar lebih merata kepada lebih banyak sekolah daahdd&menterian
Pendidikan dan Kebudayaan menginisiasi Program Sekolah Penggerak. Program ini
berupaya mendorong sekolabkolah melakukan transformasi diri untuk meningkatkan

mutu pembelajaran di tingkat internal, kemudian melakukan pengimbasan kehsekola
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sekolah lain untuk melakukan peningkatan mutu serupa. Agar program ini berkelanjutan,
maka perlu upaya untuk menciptakan ekosistem peningkatan mutu pendidikan baik di
tingkat nasional, daerah dan satuan pendidikan. Regulasi, kebijakan, dan penganggaran
bidang pendidikan akan difokuskan untuk mendukung peningkatan mutu agar capaian hasil
belajar meningkat secara terus menerus baik di level satuan pendidikan, daerah, hingga

nasional.

B. Landasan Hukum Sekolah Penggerak: Pemerataan Mutu Pendidikan

Pasal 31 Agt 1 UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa setiap warga negara
berhak mendapat pendidikan. Hak atas pendidikan tersebut tidak hanya berkenaan dengan
akses terhadap pendidikan terutama pendidikan dasar, tetapi juga hak atas mutu pendidikan
yang setara. Pas5 ayat 1 UU Sisdiknas menyebutkan bahwa setiap warga negara
mempunyai hak sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Jaminan atas akses dan

mutu pendidikan tersebut menjadi tujuan dari penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam salah satu botMenimbang pada UU Sisdiknas disebutkan bahwa Sistem
Pendidikan Nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan,
peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi
tantangan sesuai dengan tuntutan perab&iehidupan lokal, nasional, dan global sehingga
perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.
Penyelenggaraan pendidikan yang bermutu menjadi kewajiban pemerintah pusat dan
pemerintah daerah (Pasal 11 ayat 1 U&ti8nas), serta perlu mendapat dukungan peran
masyarakat baik perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, maupun

organisasi kemasyarakatan (Pasal 54 ayat 1 UU Sisdiknas).

Kewajiban mengenai penyelenggaraan pendidikan yang bermuim sketfara lebih
terperinci ke dalam beberapa regul&srtama regulasi mengenai tata kelola pendidikan,
yakni UU Sisdiknas yang kemudian diturunkan menjadi regulasi mengenai standar nasional
pendidikanKedug penjaminan mutu guru diatur melalui UU NomdrTahun 2005 tentang
Guru dan Dosen yang diturunkan dalam PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru yang telah
diubah melalui PP Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 74 Tahun 2008
tentang GuruKetiga peningkatan kompetensi kepala sekolah dargpwas sekolah yang

diatur melalui Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala
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Sekolah dan Permendikbud Nomor 36 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawafas Sekol

Terkait dengan tata kelola pendidikan, UU Sisdiknas menyatakan bahwa pemerintah
perlu menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu
pendidikan nasional (Pasal 50 ayat 2 UU Sisdiknas). Standar nasional pendidikisatasrd
standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana,
pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Standar nasional pendidikan ini
digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan
prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan pendidikan. Standar nasional secara khusus diatur
di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
yang telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 dan PPnl3 tahu
2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan.

Mengenai standardisasi kualifikasi dan kompetensi guru diatur dalam UU Guru dan
Dosen serta PP tentang Guru. Undahglang Nomor 14 Tahun 20@8ntang Guru dan
Dosen menegaskan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat
pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan
pendidikan nasional. Melalui persyaratan minimal ini, guru piafe$ diharapkan akan

menghasilkan proses dan hasil pendidikan yang bermutu

Kemudian perihal peran kepala sekolah secara khusus diatur melalui Permendikbud
Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah. Melalui
Permendikbud Nomor 6 Tah@018, kepala sekolah diarahkan untuk fokus sebagai manajer
dalam mengembangkan dan meningkatkan mutu, tidak lagi merangkap sebagai guru. Beban
kerja kepala sekolah sepenuhnya untuk meningkatkan mutu dengan melaksanakan tugas
manajerial, pengembangan keavisahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga

kependidikan.

Begitu pula peran pengawas sekolah diarahkan untuk mendukung peningkatan mutu
pembelajaran dengan melaksanakan tugas pengawasan, pembimbingan, dan pelatihan
profesional terhadap guru. Pengawsekolah juga merencanakan, mengevaluasi, dan
melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan, pemantauan, penilaian, dan pembimbingan
terhadap guru dan kepala sekolah di sekolah binaannya (Permendikbud Nomor 15 Tahun
2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepelfalah, dan Pengawas Sekolah).
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Dalam rangka meningkatkan mutu kepala sekolah dan pengawas sekolah,
Kemendikbud telah menerbitkan Permendikbud Nomor 36 Tahun 2019 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolalgalaase
Sekolah. Permendikbud ini mengganti Permendikbud Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah
yang hanya mengakomodasi peningkatan kompetensi bagi kepala sekolah dan belum
memasukkan pergvas sekolah sebagai bagian penting dari entitas pendukung peningkatan

mutu pendidikan yang juga perlu ditingkatkan kapasitasnya.

Amanat peraturan perundangdangan untuk menyelenggarakan pendidikan yang
bermutu bagi semua warga negara sebagaimana tbidtad di atas menjadi landasan bagi
penyelenggaraan program Sekolah Penggerak. Upaya peningkatan akses pendidikan yang
telah berjalan baik perlu diperkuat dengan peningkatan mutu pembelajaran secara
berkelanjutan. Peningkatan mutu pembelajaran pentingkukén agar kesempatan
mengenyam pendidikan dapat mendorong tercapainya tujuan nasional, yaitu mencerdaskan

kehidupan bangsa, serta meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global.
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BAB Il
LANDASAN TEORI DAN PRAKTIK BAIK
PROGRAM TRANSFORMASI SEKOLAH

A. Pemerataan Mutu dan Upaya Mewujudkan Profil Pelajar Pancasila

Hak warga negara terhadap layanan pendidikan tidak hanya berkenaan dengan akses
untuk memperoleh pendidikan, tetapi juga pemerataan pendidikan yang bermutu. Hal itu
secara tegaslisebutkan dalam Undasigndang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendi di kan Nasional Pasal 5 ayat (1) bahwa
sama untuk memperoleh pendidikan yang berr
pendidikan harus menjaminipsip pemerataan layanan pendidikan bagi warga negara baik

dari segi akses maupun mutu.

Pemer at aan dalam pengertian Aakseso me
pendidikan harus mampu dijangkau oleh setiap warga negara dari berbagai latar belakang,
seperti satus sosial, ekonomi, wilayah, kondisi fisik dan emosional, etnis, dan lain
sebagainya. Pemerataan pendidikan juga harus berpegang pada prinsip keadilan, yaitu
dengan memberikan layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Sebagai
contoh, layaan pendidikan bagi peserta didik di daerah perkotaan akan berbeda dengan

layanan pendidikan bagi masyarakat adat di daerah terpencil.

Sementara itu, pemer ataan dalam pengert
negara berhak mendapatkan layanan pendidiamg berkualitas. Berkualitas dalam
konteks ini bermakna bahwa proses pendidikan harus mampu meningkatkan hasil belajar
berupa kompetensi kognitif maupun nonkognitif sehingga setiap peserta didik mampu
berdaya saing di tingkat global, tetapi tetap menttasaperilakunya pada prinsjgrinsip
Pancasila. Hasil belajar yang menjadi tujuan utama pembelajaran ini dirumuskan sebagai

Profil Pelajar Pancasila (Pusat Kurikulum dan Perbukuan, 2020).

Secara umum, terdapat enam elemen utama yang menandai Profil Pategasila,
yaitu (1) beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, (2) berkebinekaan
global, (3) mandiri, (4) gotong royong, (5) bernalar kritis, dan (6) kreatif. Keenam elemen
tersebut harus dipandang sebagai satu kesatuan yang mendukureykssmnambungan

satu sama lain. Pembentukan Profil Pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan
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YME, dan berakhlak mulia dimulai dari penguatan iman dan takwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya-masing. Selanjtnya, keimanan

dan ketakwaan ini akan termanifestasi pada akhlak mulia, baik dalam hubungannya dengan
Tuhan Yang Maha Esa, akhlak mulia kepada diri sendiri, maupun akhlak mulia kepada
sesama manusia. Akhlak mulia dalam hubungannya dengan Tuhan atat desejan

akhlak beragama berarti pelajar Indonesia harus sadar bahwa dirinya adalah makhluk yang
mendapatkan amanah dari Tuhan di muka bumi untuk mengasihi dan menjaga diri sendiri,
sesama manusia, dan alam sekitarnya dengan cara menjalankan-grantah menjauhi
laranganNya. Akhlak pribadi menunjukkan pelajar Indonesia harus menyadari dan mampu
berperilaku untuk menjaga dan merawat diri sendiri dan menyelaraskannya dengan tindakan
menjaga dan merawat orang lain. Sementara itu, akhlak kepada mamasiabadwa

pelajar Indonesia harus menyadari bahwa semua manusia berkedudukan sama di hadapan
Tuhan dan oleh karenanya harus mampu menghargai segala bentuk pe(BFecain
Kurikulum dan Perbukuan, 2020)

Pelajar Indonesia yang berkebinekaan global agedktjar yang mampu memahami
dan menghargai kebinekaan budaya (baik kebinekaan budaya daerah, nasional, maupun
global), mampu berinteraksi secara positif antarsesama, dan memiliki kemampuan
komunikasi interkultural, serta secara reflektif dan penuh tampgamab menjadikan
pengalaman kebinekaan sebagai kekuatan untuk membangun masyarakat yang inklusif, adil,
dan berkesinambungan. Pelajar yang berkebinekaan global dibangun melalui penguatan
pengetahuan dan kemampuan personal, interpersonal, dan (Bosial Kurikulum dan
Perbukuan, 2020)

Pelajar Indonesia yang memiliki kemampuan gotong royong berarti mampu
melakukan kegiatan bersarsama, berkolaborasi untuk mencapai kesejahteraan dan
kebahagiaan orangrang di sekitarnya. Kemampuan gotong royong ini mgikkan bahwa
pelajar Indonesia peduli terhadap lingkungannya dan berkomitmen untuk bisa berkontribusi
meringankan masalah yang dihadapi oleh ow@agg di sekitarny@Pusat Kurikulum dan
Perbukuan, 2020)

Pelajar Indonesia yang mandiri yaitu pelajar yaaganggung jawab atas proses dan
hasil belajarnya. Dengan kata lain, pelajar mandiri harus memiliki beberapa elemen kunci,
antara lain adalah kesadaran akan diri dan situasi yang dihagam kemampuan
melakukanregulasi diri, yaknimengatur pikiran, grasaan, dan perilaku dir@yuntuk

mencapai tujuan belaj@Pusat Kurikulum dan Perbukuan, 2020)
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Berikutnya, pelajar Indonesia yang bernalar kritis adalah pelajar yang mampu
melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang dan terbuka terhadap pembuktidntbkru
memenuhi kemampuan tersebut terlebih dahulu pelajar harus mampu berpikir sistematik dan
saintifik, menarik kesimpulan dari fakta yang ada, dan memecahkan masalah. Beberapa
elemen yang harus dipenuhi untuk memenuhi profil ini, antara lain ialah wmamp
memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi
penalaran, melakukan refleksi pemikiran dan proses berpikir, serta mengambil keputusan
(Pusat Kurikulum dan Perbukuan, 2020)

Terakhir, pelajar Indonesia yang kreatif ialah harus mampu memodifikasi dan
menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Hasil dari
proses kreatif ini bisa berupa gagasan, tindakan, maupun karya nyata. Bertolak dari hal
tersebut elemen kunci pelajar kreatif melipupertama mampu menghasilkan gagasan
yang orisinal darkedua mampu menghasilkan karya dan tindakan yang origiPadat
Kurikulum dan Perbukuan, 2020)

Untuk mencapai pemerataan mutu pendidikan bagi seluruh waggsanersebut,
gotong royong sebagai modal sosial yang dimiliki bangsa Indonesia mutlak dibutuhkan.
Secara umum, gotong royong berarti kerja bersama untuk mencapai tujuan besar. Dalam
komunitas kecil, praktik gotong royong mementingkan prinsip pembagran paik antara
sesama anggota komunitas (relasi horizontal) maupun antara warga biasa dengflte elite
komunitas (relasi vertikal). Pembagian peran ini biasanya dilakukan sesuai dengan sumber
daya yang dimiliki oleh masiamasing warga komunitas. Merekang memiliki alat akan
menyumbang alat, mereka yang memiliki tenaga akan menyumbang tenaga, sementara
mereka yang memiliki jaringan sosial akan menggunakannya untuk mendukung kerja

bersama tersebut.

Praktik-praktik gotong royong yang biasa dilakukan oledrbagai komunitas di
Indonesia tersebut perlu diadopsi dan dikuatkan dalam kerja pembangunan pendidikan
nasional. Kerja bersama harus dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan pada
tingkat satuan pendidikan, daerah, maupun pusat. Peningkatanpendidikan secara
keseluruhan membutuhkan penguatan baik di level sekolah maupun pemerintah (pusat
maupun daerah) (Mourshed, Chijioke, Barber, 2010). Mutu pembelajaran bagi peserta didik
tidak akan meningkat tanpa peningkatan proses belajar di kelas, tasEmesistem
pengelolaan sekolah tidak akan mengalami perbaikan tanpa adanya penguatan dukungan dan

tata kelola yang disediakan oleh pemerintah.
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Untuk dapat mewujudkan kondisi di atas, masimasing harus menjalankan fungsi
sesuai peran dan kapasitasnyalaBakonteks ini, pemerintah pusat harus menjalankan
perannya untuk membangun ekosistem nasional yang berpihak pada peningkatan mutu
pendidikan, serta memberdayakan pemangku kepentingan pada tingkat daerah maupun
satuan pendidikan untuk dapat menjalankarameya secara optimal. Pemerintah daerah
harus mengembangkan kapasitas diri untuk membangun ekosistem di daerahnya sehingga
mendukung upaya peningkatan mutu pembelajaran serta memberdayakan pemangku
kepentingan di tingkat satuan pendidikan untuk selalugemabangkan diri. Pemangku
kepentingan di tingkat satuan pendidikan, terutama kepala sekolah dan guru, harus terus
mengembangkan diri untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran sehingga hasil
belajar peserta didik terus meningkat. Terakhir, pada sptratidikan yang telah memiliki
kualitas baik, idealnya juga mampu memberi pengaruh positif bagi satuan pendidikan di
sekitarnya. Dengan demikian, akan terjadi arus balik di mana perubahan positif di tingkat
mikro (satuan pendidikan) secara agregat akamingkatkan mutu pendidikan di tingkat

daerah dan nasional.

Selanjutnya, berbagai studi menunjukkan bahwa dalam upaya peningkatan mutu
pendidikan, peningkatan kualitas SDM di tingkat satuan pendidikan merupakan poin krusial
(Beatriz, Deborah, Hunter, 200&ngeline et.al, 2007). Upaya peningkatan SDM ini
setidaknya mencakup dua hal penting, yaitu (1) penguatan kapasitas kepala sekolah untuk
mewujudkan pengelolaan pembelajaran yang didasarkan pada perencanaan program dan
penganggaran yang transparan dan Iseshafleksi diri, dan (2) penguatan kapasitas guru
yang sensitif terhadap kebutuhan dan tingkat kemampuan peserta didik, serta senantiasa
reflektif dan melakukan perbaikan diri. Dengan demikian, intervensi di tingkat satuan
pendidikan idealnya mampu membdayakan sekolah yang berfokus pada penguatan

kapasitas bukan pada penambahan fasilitas.

B. Teori Perubahan dan Replikasi Program Transformasi Sekolah

Upaya pemerataan mutu pendidikan dapat dilakukan dengan intervensi kebijakan
untuk memberdayakan satuan pendidikan agar melakukan transformasi diri sehingga
mampu meningkatkakualitas pembelajaran secara internal dan berperan aktif sebagai
katalisator perubahan positif bagi sekolah lainnya. Intervensi kebijakan tersebut perlu
dilandasi oleh sebuah teori perubahan yang dapat memberikan gambaran tentang tahapan
dampak perubahan peningkat mutu pendidikan yang diinginkan. Berikut ini akan
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dijelaskan perihal pendekatan teori perubahiBime¢ry of Changedan skema replikasi
program §cale out, scale ugjanscale deepyang dapat menjadi acuan bagi intervensi

kebijakan transformasi sekolah.

1. Teori Perubahan (Theory of Changg

Teori perubahanTheory of Chang@oC) secara umum menjelaskaagaimanauatu
intervensi dapat mencapai serangkaian hasil yang berkontribusi dalam menghasilkan
dampak akhir yang diinginkan (Rogers, 2014). Intervensandakonteks ini dapat
berada pada beragam tingkatan baik berupa kegiaeen)( proyek, program,
kebijakan, maupun strategi. Berdasar pada definisi di atas, unsur ToC terdiri atas dua
aspek, yaitu aspek yang direncanakan (di dalamnya mencakup kondisdawal
intervensi) dan aspek yang diharapkan (di dalamnya mencakup dampak awal, dampak
perantara, dan dampak akhir). Secara skematis, ToC dapat dijelaskan dalam diagram
berikut:

( ) @ D

Indikator Dampak Dampak Akhir

< J A 4

H Asumsi dan Resik

( ) @ D

Indikator Manfaat Dampak Perantar

< J A 4

H» Asumsi dan Resik

( ) @ D

Indikator Hasil Dampak Awal

|8 J < 4

H» Asumsi dan Resik

@ D

Intervensi

Q 4

1

@ D

Kondisi Awal

Q 4

A

A

A

g . DY
Indikator Proses |
Interfensi

Gambarl. Skema Teori Perubah@nheory of Chang@oC)

Diagramdi atas menunjukkan bahwa pada intinya ToC berusaha menunjukkan suatu
rantai perubahan dari kondisi awal, strategi, dampak awal, dampak perantara, hingga
dampak akhir. Rantai perubahan tersebut mencakup empat unsur utama, yaitu (1)
mengidentifikasi tiapahapan perubahan (kondisi awal, strategi, dampak awal, dampak
perantara, dan dampak akhir); (2) menjelaskan rasionalitas yang mendasari proses
perubahan tersebut; (3) menetapkan indikatdikator dari setiap tahapan perubahan
yang diharapkan; serta (4)emgenali asumsi dan risiko yang dapat terjadi pada setiap

tahapan perubahan.
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ToC dimulai dengan mengidentifikasi kondisi awal, yaitu masalah yang hendak
ditangani oleh sebuah intervensi, penyebab, serta konsekuensi dari masalah ini. Kedua,
menetapkan strag)i, yaitu intervensi yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah
yang ada. Bentuk intervensi ini sangat ditentukan dengan telaah kondisi awal yang telah
dilakukan, utamanya terkait dengan sumber daya yang dapat diakses maupun
dibutuhkan, tetapi belum dapdiakses. Semakin banyak sumber daya yang dapat
diakses akan semakin banyak pula pilihan intervensi yang dapat dilakukan. Ketiga,
menetapkan dampak awal, yaitu sejumlah barang atau jasa yang dihasilkan dari
intervensi yang telah dilakukan (Rogers, 20@8mpak awatalam kerangka ToC ini

juga dapaberupaperubahan sikap, nikailai (valueg, pengetahuan, dan keterampilan
partisipan setelah mendapatkan sejumlah intervensi. Berikutnya dampak perantara
yaitu manfaat diterima akibat perubahan yang tegaldagaimana tampak pada dampak
awal. Terakhir, dampak akhir yaitu perubahan atau kondisi akhir yang diharapkan

terjadi pada sebuah organisasi, komunitas, maupun sistem.

Unsur lain dari ToGdalahmendeskripsikan rasionalitas dalam setiap perubahan. ToC
hamus benaibenar memastikan bahwa setiap perubahan dapat berjalan dalam kerangka
logis. Ketepatan mendefinisikan rantai perubahan ini akan berkontribusi positif terhadap
pencapaian dampak akhir yang diharapkan. Selanjutnya, untuk memastikan perubahan
terjadi sebagaimana direncanakan, maka diperlukan pendefinisian ineikaitcator

dari setiap perubahan (dampak awal, dampak perantara, dan dampak akhir). indikator
indikator ini akan berfungsi sebagai dasar dalam proses pemantauan dan evaluasi untuk
menilai agkah perubahan terjadi sesuai dengan jalur yang telah ditetapkan. Terakhir,
untuk mengantisipasi agar perubahan terjadi tidak melenceng dari jalur yang telah
ditetapkan, perlu dikenali terlebih dahulu berbagai asumsi dan risiko dalam rantai
perubahan tergeit. Asumsi diartikan sebagai fakttaktor kontekstual yang harus ada
sehingga transisi/perubahan dapat terjadi, sementara risiko adalah-fd&tdor
eksternal yang membahayakan atau menyebabkan asumsi yang telah dibangun tidak

terjadi.

Dalam kontekdransformasisekolah di Indonesia, skema ToC menjadi lebih kompleks
karena intervensi dilakukan dalam beragam tempattgsiteg dan beragam tingkatan
(multi-leve). Keragaman tempat terjadi karena program transformasi akan
diimplementasikan di banyak sekbl dengan kondisi yang berbdaeda. Perbedaan

kondisi ini setidaknya dipengaruhi oleh dua h&ertama adanya perbedaan
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karakteristik kebutuhan dalam setiap jenjang pendidikan. Kebutuhan pada jenjang
PAUD akan berbeda dengan kebutuhan pada jenjang dasamenengahKedua

adanya perbedaan kualitas pembelajaran pada sedatalah di Indonesia.

Kompleksitas ToC program transformasi sekolah juga terjadi karena intervensi yang
dilakukan pada beragam tingkatan. Untuk menjamin tercapainya hasil akhwemsier
Program Sekolah Penggerak dilakukan baik pada tingkat satuan pendidikan (sekolah),

daerah, dan nasional.

Fokus intervensi pada tingkat satuan pendidikan adalah mentransformasikan-sekolah
sekolah untuk mencapai peningkatan mutu pembelajaran miesaiaformasi praktik
mengajar di ruang kelas dan pendekatan alternatif yang mendorong perubahan praktik
konvensional yang ada saat ini . Fokus intervensi pada tingkat daerah adalah
menciptakan ekosistem daerah yang mendukung peningkatan (jumlah darskualita
serta keberlanjutan program transformasi sekolah. Sedangkan, fokus intervensi pada
tingkat nasional adalah menyediakan sumber daya pendukung, sistem jaminan mutu,

serta memastikan keberlangsungan program transformasi sekolah di level nasional.

. Replikasi Program Transformasi Sekolah

Salahsatu kunci dalam keberhasilan program transformasi sekolah adalah strategi
dalam replikasi program. Dalam konteks program ini, replikasi dipahami dalam tiga
pengertian, yaitu pengimbasan prograsvale ou}, pelembagaaprogram di tingkat

daerah maupun pusatcg@le up, dan pembudayaan prograstéle deep

Riddell dan Moore (2015) menjelaskan bahwa yang dimaksud deisgahng out
adalah cara menyebarkan sebuah inovasi pada penerima manfaat lainnya. Dalam
konteks ini, skolah diharapkan dapat mengimbaskan praktik baik yang mereka lakukan

kepada sekolakekolah di sekitarnya.

Selanjutyascaling upditandai dengan adanya perubahan pada institusi, kebijakan, dan
hukum yang menunjukkan komitmen yang lebih kuat dari dalaganisasi untuk
mengubah aturan main yang sudah ada. Pemerintah daerah dan pusat dalam konteks ini
diharapkan mampu melahirkan iklim kebijakan dan anggaran yang mendukung pada

pelaksanaan program transformasi sekolah.
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Terakhir,scalingdeepmenekankan adanyerubahan pada cara berpikir, budaya kerja,
nilai-nilai yang tertanam sebelum adanya program dan meningkatkan relasi komunitas
terhadap program. Dengan demikian, setiap pemangku kepentingan dalam program ini
baik pada tingkat satuan pendidikan, daeradwpun nasional memiliki cara pandang

dan nilainilai baru yang lebih berorientasi pada peningkatan mutu pembelajaran bagi

anak.
Tabell. Strategi Replikasi Program Menurut Riddell & Moore (2015).
Lingkup o .
Replikasi Deskripsi Strategi
Scaling out Berdampak pada penambahan junl Deliberate replicationReplikasi atay
partisipan. penyebaran dengan  menamk
jumlah  wilayah dan penerim
manfaat.
Prinsip penyebaran:
Diseminasi prinsip program Yyar
telah diadaptasi menjakionteks yang
baru dengan memberikan pemahar
dan pengetahuan.
Scaling Up Berdampak kepada hukum di Upaya mengubah hukum at

kebijakan. Hal ini harus berdasark kebijakan: kebijakan di ranah ini yai
kepada adanya kesadaran bahwa { dengan melahirkan kebijakan ba
masalah berada pada lingkung melakukan kerja sama (bermitrg
sekitar  sehingga  membutuhki advokasi di ranah hukum dan
inovasi melalupenguatan hukum dg menyusun sumber daya baru

kebijakan dalam institusi. Hal ini biag lembaga atau institusi (kelembagag
disebut juga dengan melembagal
program.

Scaling Deep | Berdampak kepada akar buda] Penyebaran gagasan besar da
Dalam hal ini yang dimaksul budaya dengan mengubah norma
berdampak kepada akar budaya ad{ keyakinan.

adanya kesadaran bahwa bud
memiliki peranan yang kuat dalg Investasi dalam transforma
menyelesikan masalah atau memby pembelajaran praktik yang dilakuk
perubahan melalui relasi komunit| oleh komuitas

dan cara berpikir dan bertindg
seseorang.

Penyebarluasan program merupakan upaya jangka panjang yang prosesnya tidak dapat
dilakukan dengan instan (Hodgins, 2014). Untuk itu, selama proses penyebarluasan
harus melalui fase pembelajaran. Fase ini merupakan praktik yang dijalankan oleh

institusi daim skala besar, tetapi masih didampingi secara ketat pada setiap prosesnya.
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Hal ini untuk memastikan implementasi program dapat berjalan efektif. Fase ini juga
dapat dikatakan sebagai fase adaptasi sekaligus untuk melihat umpan balik dari
penerima manfaaebelum program diimplementasikan seutuhnya tanpa pendampingan
yang ketat. Namun, tetap saja untuk mempertahankan kualitas program dalam jangka
panjang pemantauan dan evaluasi masih menjadi bagian penting dalam menyukseskan

seluruh program.

C. Program Transformasi Sekolah oleh Kemendikbud

Berbagai program transformasi sekolah telah dilakukan oleh Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam upaya meningkatkan kualitas
pembelajaran bagi seluruh peserta didik di Indonesia. Berbagai prteysshut tentu saja
telah memberikan beberapa hasil positif, tetapi potret mutu pendidikan sebagaimana telah
diuraikan pada bab pendahuluan menunjukan bahwa wpayea perbaikan tetap penting
dilakukan. Upaya perbaikan tersebut dapat dimulai dengan rabnké&nbali berbagai
program transformasi sekolah yang telah dilakukan oleh Kemendikbud, seperti Sekolah

Bertaraf Internasional, Sekolah Model, dan Sekolah Rujukan.
1. Sekolah Bertaraf Internasional

Program Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) didasarkanpaddO 20/2003 tentang
Pendidikan Nasional yang mengamanatkan pembentukan satuan pendidikan bertaraf
internasional untuk mempersiapkan peserta didik agar mampu bersaing di kancah
internasional. Yang dimaksud dengan SBI dalam konteks ini adalah sekolah mampu

me me nuhi del apan standar nasi onal pendi d
pendidikan darinegalae gar a maj uo. Standar tambahan
penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar pada mata pelajaran IPA,
matematika, dan mafselajaran kejuruan; adopsi kurikulum dan standar akreditasi dari
negara OECD atau negara maju lainnya; bekerja sama dengan pihak luar negeri dan
mener apk amsistggscliogl, amufi u dan kepala sekol ah

memiliki fasilitas TIK yang lengkap, dan lain sebagainya.

Program ini dimulai pertama kali pada 2006 ditandai dengan pembentukan rintisan
Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). RSBI merupakan sekolah yang ditetapkan oleh
Kemendikbud untuk dikembangkan menjadi SBI sepenuhnya paitale berikutnya.

Dengan penetapan ini, RSBI mendapatkan intervensi berupa dana tambahan untuk
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mendukung upaya pemenuhan persyaratan SBI. Sekolah RSBI juga dikecualikan dari
kebijakan fApendidi kan gratiso sehingga di

untuk mendukung pemenuhan sumber daya dalam program ini.

SBI
1. SNP  diperkaya
dengan standar
RSBI negara maju
. SSN . Akreditasi A
. Akreditasi A . Pengajaran IPA &

. Pengajaran IPA & Matematika (dan
SSN Matematika (dan vokasi di SMK)

vokasi di SMK) dalam dwibahasa

1. Ratarata nilai UN 6,5
4. Ratarata UAN 8,0

2. Tidak double shift dalam dwibahasa
3. Terakreditasi B . Ratarata UAN 7,0

Gambar2. Transformasi Program RSBI

Seleksi sekolah sasaran dalam program ini dimulai dengan rekomendasi beberapa
sekolah calon SBI dari Dinas Pendidikan (atas permintaan Kemendikbud). Sekolah
sekolah yang direkomendasikan oleh Dinas Pendidikan ini kemudian diverifikasi untuk
ditetapkan sebagai RSBI. Dengan kriteria sasaran yang telah ditetapkan, -sekolah
sekolah yanglipilih ini adalah sekolah dengan reputasi terbaik di daerahnya. Temuan
dari ACDP (2013) menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan bahwa sekolah yang
dipilih berasal dari daeratiaerah lebih kaya sehingga orang tua siswa bersedia

membayar biaya tambahan.

Intervensi berupa dana tambahan dari pemerintah pusat diberikan melalui mekanisme
transfer langsung kepada sekolah. Jumlah dana diberikan sebesar 4,5 juta/siswa. Dalam
program ini pemerintah daerah baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota juga
memberikandukungan dana. Meskipun demikian, terdapat juga pemerintah provinsi
dan kabupaten/kota yang tidak memberikan dukungan dana untuk program ini. Ini

menunjukkan adanya variasi pembiayaan dalam program SBI.

Studi Evaluasterhadap penyelenggaraan RSBhg dibkukan olelPusat Penelitian
Kebijakan (Noor, 2011) da\CDP (2013) menunjukkan bahwa setelah berbagai
intervensi dilakukan belum ada sekolah yang memenuhi persyaratan SBI sepenuhnya.
Kriteria-kriteria yang sulit dipenuhi antara lain: bahasa Inggris sébaagantar,
akreditasi internasional, adopsi kurikulum internasional, 20% peserta didik dari
keluarga miskin, dat0% 30% guru berkualifikasi S2/S&tudi Puslitiak menemukan
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bahwa kemampuan bahasa Inggris guru dan kepala sekolah RSBI sebagian besar berad
pada level pemulanpvicg. Hanya 12,9% guru dan 14,6% kepala sekolah RSBI yang
memiliki kemampuan bahasa Inggris pada lenermediate(Noor, 2011). Mengenai
afirmasi siswa miskin, studi yang sama juga menemukan bahwa baru 16,2% siswa
miskin yang dapaditerima dari ketentuan minimum afirmasi 20%. Dari sisi kualifikasi
pendidikan, hanya jenjang SD yang proporsi gurunya memenuhi ketentuan minimum
untuk SD sebesar 10%. Namun, studi ini juga melaporkan bahwa berdasarkan hasil
asesmen kompetensi dan haglajar yang dilakukan, guru dan siswa RSBI secara rata
rata memiliki kemampuan yang lebih baik dibandingkan guru dan siswa sekokah non
RSBI (Noor, 2011).

Sementara ituUACDP (2013) memberikan catatan terkait pembiayaan program ini di
mana satuannit costRSBI empat kali lebih mahal dibanding AB'$BI (Rp4,5 juta
dibandingkan dengan Rp1,05 juta). Dengan biaya yang besar tersebut dalam praktiknya
orang tua memiliki peran besar dengan berkontribusi sebesar 68% dari biaya investasi
RSBI. Jumlah tersebuwyih lebih besar dibandingkan kontribusi pemerintah dari seluruh
tingkatan yang hanya 24% saja. Dengan proporsi pembiayaan seperti itu, tidak heran
jika 88% peserta didik pada program ini berasal dari kalangan keluarga kelas atas dan

menengabh.

Catatanlain dari ACDP (2013) terhadap program ini terkait dengan kelembagaan. Di
tingkat pusat, masinmasing direktorat di Kemendikbudecara terpisah telah
menerbitkan pedoman penyelenggaraan serta memberikan kewenangan kepada
pemerintah daerah untuk mengelola uruB&EBI. Di tingkat daerah sendiri (provinsi

dan kabupaten) menunjukkan keragaman pendekatan terhadap RSBI. Terdapat
beberapa daerah yang memiliki unit kerja tersendiri untuk mengurus RSBl sementara
daerah lain menggabungkan tugagas terkait dengan RSBEngan unit kerja yang

telah ada. Monitoring program secara umum berjalan lemah,secara kuantitas rentangnya
mulai dari beberapa kunjungan per tahun hingga tidak ada kunjungan monitoring sama
sekali sementara secara kualitas, sistem monitoring juga meareriokrbaikan
(ACDP, 2013). Program ini berakhir setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan
gugatan terhadap Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas yang menjadi dasar hukum
penyelenggaraan RSBI karena dinilai menimbulkan perlakuan yang berbeda antara

sekolah umum dasekolah RSBI.
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Tabel2. Jumlah RSBI menurut Jenjang

Jenj a Neger. Swast a Tot al
SD 222 74 296
SMP 306 45 351
S MA 306 57 363
Tot a 834 176 1.010

Sumber: Kerardikbud, diolah oleh ACDP (2013)

2. Sekolah Model

Program sekolah modeddalah program yang mendorong sekolah untuk mampu
menerapkan sistem jaminan mutu pendidikan, menunjukkan peningkatan mutu secara
berkelanjutan, serta mampu mengimbaskan penerapan sistem jaminan mutu pendidikan
tersebut kepada sekolah lain di sekitarnyanda® demikian, setidaknya terdapat dua
hasil yang diharapkan dari program ini, yaitu (1) adanya sekolah percontohan berbasis
SNP melalui penjaminan mutu pendidikan secara mandiri, dan (2) adanya pengimbasan

penerapan jaminan mutu pendidikan ke sekolah lain

Lingkup intervensi program Sekolah model ini mencakup dua Raltama
pendampingan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal, yaitu penguatan
pelaksanaan SPMI yang diberikan oleh fasilitator daerah kepada pengawas, kepala
sekolah, guru, tenaga kependidikan lain, orang tua/komite sekolah, dan pemangku
kepentingan di dalammaupun luar sekolah mod&edug bantuan pemerintah berupa
anggaran yang bersumber dari APBN untuk digunakan sebagai stimulus dalam
menyelenggarakan pelaksanaan aktivitas pengembangan sekolah model. Aktivitas
pengembangan sekolah model yang dimaksudndiaslalah aktivitas pendampingan
SPMI di sekolah model dan pengimbasan SPMI oleh sekolah model kepada sekolah

imbas.

Bentuk aktivitas pendampingan SPMI di sekolah model antara lain meliputi: (1)
pendampingan pemetaan dan perencanaan pemenuhan mutu yanisalsialisasi

SPMI dari kepala sekolah dan pengawas kepada pemangku kepentingan, pelaksanaan
evaluasi diri sekolah untuk memetakan kondisi mutu sekolah, bedah penyusunan dan
perbaikan dokumen sekolah seperti RKS, RKAS, dll); (2) pendampingan pelaksanaan

pemenuhan mutu (misalnya: pengembangan manajemen dan pengembangan
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pembelajaran); dan (3) pendampingan evaluasi pelaksanaan pemenuhan mutu
(misalnya: monitoring dan evaluasi implementasi pengelolaan manajemen sekolah
model berdasarkan perencanaan, dan mong dan evaluasi peningkatan evaluasi

peningkatan kualitas pembelajaran sekolah model).

Proses pengimbasan dimulai ketika perwakilan sekolah imbas dilibatkan dalam seluruh
kegiatan pendampingan yang dilaksanakan. Untuk menjamin keterlibatan sekolah
imbas pengaturan jadwal pendampingan dapat disesuaikan dan dikoordinasikan secara
internal antara fasilitator sekolah model, dan sekolah imbas. Selain itu, sekolah model
juga membentuk tim penjaminan mutu sekolah yang diharapkan mampu memfasilitasi
sekolah imbs dalam mengimplementasikan SPMI yang telah diterapkan oleh sekolah

model.

Berbeda dengan Program SBI yang memberi perhatian juga pada advokasi pada tingkat
daerah, pada program ini intervensi sepenuhnya difokuskan pada tingkat satuan
pendidikan. Akibatng, jaminan keberlanjutan program ini relatif rendah karena tidak
terbentuk ekosistem pendukung di tingkat daerah. Keberlanjutan program menjadi
semakin rendah karena peran tim penjaminan mutu di sekolah model dalam
pengimbasan tidak berjalan optimal. Pengasan demikian terjadi secara pasif ketika

sekolahsekolah imbas diundang dalam sessi pendampingan di sekolah model.

Tabel3. Jumlah Sekolah Model dan Rujukan menurut Jenjang, 2019

Jenjang Model Rujukan
SD 3.596 488
SMP 1.931 775
SMA 988 650
SMK 765 1.663
SLB - 78
Total 7.280 3.654

Sumber: Sekretariat Ditjen PAUD dan Dikdasmen, diolah oleh Puslitjak (2020)

. Sekolah Rujukan

Sekolah rujukan yang dimaksud dalam program ini adalah sekolah yang telah memenubhi
Standar Nasional pendidikan (SNP) serta mengembangkan keunggulaggulan
dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sehingga mampu mengimbaskan

pencapaian SNP daeknggulannya tersebut kepada sekolah lain agar minimal mampu

Naskah Akademik Program Sekolah Penggé¢2ik



memenuhi SNP sebagaimana diamanatkan dalam Undiadang Sistem Pendidikan
Nasional (Direktorat Pembinaan SMA, 2018a; Direktorat Pembinaan SMP, 2018a).
Definisi ini menunjukkan bahwa terdapat &daran atas kesenjangan kualitas di antara
sekolahsekolah di Indonesia. Untuk menghapus kesenjangan kualitas pendidikan
tersebut, sekolakekolah dengan wunggul diharapkan dapat mengimbaskan
keunggulannya kepada sekolah lain dengan kualitas di bawahnya.

Intervensi dalam program sekolah rujukan dilakukan dengan pemberian dana stimulus
kepada sekolakekolah yang memenuhi beberapa kriteria. Kritkriteria ini secara
spesifik bisa berbeda antarjenjang pendidikan, tetapi secara umum menunjukkan sifat
keungguan dari sekolah sasaran, seperti memiliki akreditasi A atau tertinggi/terbaik di
wilayah setempat jika di wilayah tersebut tidak ada sekolah berakreditasi A, memiliki
ekosistem pendidikan yang kondusif, mengembangkan budaya mutu, melaksanakan
program pengatan pendidikan karakter, serta lokasi strategis, mudah dijangkau dan
aman. Melalui dana stimulus ini sekolah sasaran Program Sekolah Rujukan dituntut
mampu mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI),
mengembangkan ekosistem pendidikan gyakondusif, menerapkan penguatan
pendidikan karakter dan literasi sekolah, mengembangkan sekolah menjadi pusat
keunggulan, dan melaksanakan pengimbasan ke setefalah lain di sekitarnya

sesuai dengan potensi dan sumber daya sekolalstsaadoldependukungnya.

Hasil monitoring dan evaluasi Kemendikbud menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan
Program Sekolah Rujukan di masimgsing jergng relatif beragam. Hasil evaluasi
yang dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMP (2018b) misalnya menunjukkan bahwa
dari 93 sampel sekolah yang dievaluasi, hanya 30,10% persen yang menunjukkan
kualifikasi baik, sisanya 50,54% mendapatkan kualifikasi cukup, 10,75% mendapatkan

kualifikasi kurang, dan 8,6% mendapatkan kualifikasi buruk.

Supervisi yang dilakukan oleh Direk&d Pembinaan SMA menampakkan gambaran
hasil pelaksanaan yang lebih baik pada jenjang SMA. Laporan supervisi tersebut
menunjukkan bahwa sebagian besar sekolah rujukan pada jenjang SMA telah memiki
program khas/unggulan yang dapat dijadikan rujukan baglaekain. Sebagian besar
sekolah rujukan juga telah menjalankan praktik pengimbasan (Direktorat Pembinaan
SMA, 2018b). Meskipun demikian, laporan supervisi sayangnya tidak memberi

petunjuk tentang dampak dari praktik pengimbasan yang telah dilakukdterse
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4. Refleksi Program Transformasi Sekolah Kemendikbud

Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan mutu
pembelajaran melalui prograprogram transformasi sekolah di atas sudah tepat karena
sekolah merupakan ujung tombak yang menemtupakah kualitas pendidikan akan
menjadi baik atau buruk. Namun demikian, heestiew dari prograrprogram tersebut
menunjukkan bahwa masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki agar tujuan program

dapat tercapai.

Deskripsi pada bagian sebelumnya nmgakkan bahwa prograsprogram transformasi
sekolah memiliki kecenderungan hanya menjangkau sekelablah dengan kualitas

baik. Kriteriakriteria yang ditetapkan dalam penentuan sasaran program cenderung
me mber i kesempat an | e b ieterbatasap jardjkauas mdgrarh a h
ini justru bertentangan dengan semangat transformasi sekolah untuk mengoptimalkan
potensi yang mereka miliki dalam meningkatkan kualitasnya. Program transformasi
sekolah seharusnya memberi kesempatan kepada sekolah yangapliangailiki

kualitas rendah/sedang untuk berkembang.

Programprogram sebelumnya juga menunjukkan bahwa intervensi cenderung
diberikan dalam wujud bantuan pemerintah, baik berupa anggaran maupun fasilitas
fisik. Intervensi semacam ini setidaknya membawa idyalikasi. Pertama karena
sasaran program adalah sekedafiolah unggul, intervensi yang dilakukan justru
memperlebar kesenjangan antara sekolah sasaran program denganssdadédhdi
sekitarnya. Kedug bantuan dana stimulus dan fasilitas tidak seckmgsung
menunjukkan kepada sekolah sasaran bahwa masalah utama yang dihadapi adalah

kompetensi guru dan kepemimpinan kepala sekolah.

Program sebelumnya juga belum memberikan perhatian pada upaya penguatan
kelembagaan di tingkat daerah. Koordinasi pdsatdaerah terutanfeanyadilakukan

pada tahap seleksi, monitoring dan evaluasi program. Akibatweaershipdaerah
terhadap program tidak optimal sehingga ekosistem daerah untuk mendukung program
juga gagal terbentuk. Pada ketiga program di atas, &abkrituknya ekosistem daerah

dalam pendukungan program terbukti membuat capaian program tidak optimal.

Di samping beberapa catatan di atas, gagasan pengimbasan sebagaimana telah dimulai
pada Program Sekolah Model dan Sekolah Rujukan layak dilanjutkan pada intervensi

intervensi transformasi sekolah berikutnya. Dengan keterbatasan sumber daya yang
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dimiliki oleh pemerintah, pengimbasan menjadi strategis dalam memperluas dan
mempercepat terjadinya perubahan positif. Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana
gagasan ini dapat diimplementasikan. Meskipun gagasan pengimbasan telah
dipraktikkan pada program sebeluranyhasil monitoring dan dan evaluasi yang
dilakukan oleh internal Kemendikbud tidak menunjukkan dampak positif meyakinkan
dari praktik pengimbasan yang dilakukan. Capaian yang belum menggembirakan ini
setidaknya disebabkan oleh dua IRedrtama tidak adantervensi untuk peningkatan
kompetensi kepala sekolah maupun guru terkait strategi pengimbasan. Intervensi yang
dilakukan hanya sebatas peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Tanpa kompetensi
ini, sekolah memiliki keunggulan pun akan mengalami kesutitanyebarkan praktik

baik yang mereka miliki ke sekolah di sekitarny&eduag tidak ada dukungan
kelembagaan (misalnya berupa regulasi, anggaran, dll) di tingkat daerah dan nasional
untuk menciptakan sebuah ekosistem yang mendukung proses pengimbasan. Tanpa
dukungan kelembagaan ini, ruangang sekolah untuk melakukan pengimbasan akan

terbatas.

D. BenchmarkingProgram Transformasi Sekolah

Sejumlah program transformasi sekolah telah banyak dilakukan baik oleh
pemerintah, nonpemerintah, maupun lembaga ddfeberhasilan dari masiagasing
program bisa menjadi tolok ukubénchmarkiny untuk pengembangan progrgrogram
lainnya dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, baik dilakukan di level nasional
maupun internasional. Berikut adalah sejumlah programgapgt menjadi landasan dalam

merancang program transformasi sekolah bermutu.
1. Nasional
a. INOVASI - Program Literasi Dasar Kelas Awal di Kabupaten Bulungan

INOVASI memiliki beberapa program unggulan dalam rangka peningkatan mutu
pendidikan. Salah satu di ardaya yang cukup berhasil adalah program peningkatan
literasi dasar di kelas awal. Program ini menggunakan penddRedblem Driven
Iterative Adaptation(PDIA) yang menekankan fokus penyelesaian masalah sesuai
dengan konteks lokal dengan cara mencari fraktbaik yang sebetulnya sudah
dimiliki sebelumnya. Salah satu daerah mitra yang telah berhasil menetsgstan

practiceuntuk program rintisan INOVASI adalah Kabupaten Bulungan.
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Sebelum program dilaksanakan, tim INOVASI melakukan asesmen awal terhadap
daerah sasaran melalui kajian cepat terhadap permasalahan yang dihadapi di daerah
sasaran, yaitiRapid Participatory Situation Analys{R®RPSA) dan juga melakukan

kajian internal di tingkat provinsi melalui Survei Inovasi Pendidikan dan
Pembelajaran Indonesi(SIPPI). Dari sejumlah rangkaian asesmen awal terhadap
kondisi dan permasalahan yang dihadapi, diperoleh gambaran umum input yang
dimiliki oleh daerah sasaran program. Ini menjadi data penting untuk dapat
memperoleh informasi mengenai apa yang dianggaying sebagai masalah di
daerah tersebut dan potensi apa yang dimiliki untuk mendukung program ini dapat
berjalan dengan baik.

Tahap pertama setelah kondisi dan permasalahan dipetakan, adalah pemilihan lokasi
rintisan (pilot). INOVASI memilih pendekatanugus daripada individu sekolah.
Pemilihan gugus sebagai unit pilot didasari pemikiran bahwa sejak awal sekolah
harus didorong untuk bekerja sama dengan sekolah lain di gugusnya. Hal ini
membuat ide penyebarluasan/pengimbasan sudah ditanamkan dari sefjak awa
kegiatan. Pemilihan lokasi pilot dipilih dari sekolah/gugus yang berada di 60%
kualitas sekolah/gugus di tingkat daerah, dengan tujuan agar keberhasilan yang
diraih bisa disebarluaskan ke 60% populasi sekolah lain yang ada di wilayah tersebut.
Jika intevensi fokus kepada 20% populasi tertinggi atau 20% terendah, maka
keberhasilan hanya akan bisa dinikmati oleh 20% teratas dan terbawah tersebut.
Dengan demikian, keberhasilan program kurang bisa mengangkat mutu pendidikan
di wilayah tersebut karena potepgnerima manfaat tidaklah cukup besar.

Tahapan berikutnya yang dilakukan adalah pemilihan fasilitator daerah (Fasda). Ini
merupakan salah satu kunci keberhasilan dari program INOVASI di Bulungan. Fasda
diseleksi oleh Perwakilan dari Dinas Pendidikan,n @astrict Fasilitator (DF
INOVASI) dengan memperhatikan tiga kriteria utama, yaitu mampu berperan di
wilayah kerja serta melaksanakan tugas dan fungsinya, merpéikgetahuan
tentang literasilan memiliki komitmen. Fasda tidak boleh berasal dari wilggaig

sama agar dapat menjangkau seluruh sekolah. Syarat lain adalah Fasda harus
memiliki keterkaitan dengan pembelajaran di kelas awal, misal guru kelas awal,

kepala sekolah, dan pengawas.

Sebagai penyiapan sumber daya yang mumpuni dalam pelaksanaampnoigr
Fasda dilatih dan didampingi olehaster trainerdari tim INOVASI dan dibekali
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kecakapan yang terdiri dari 7 unit pembelajaran literasi dan 1 unit instrumen
penilaian capaian siswa. Fasda juga dibekali dengan pelatihan FDbAl€m

Driven lterative Adaptation) yaitu sebuah metode adaptasi pemetaan masalah dan
menggali solusi atas permasalahan. Keterampilan dalam merumuskan masalah
menjadi sangat penting bagi fasilitator daerah agar menghasilkan solusi tepat bagi

guru-guru yang mereka dampingi.

Metode pelatihan dilakukan Fasda kepada guru adalah matamtein. Peserta
dikumpulkan dalam gugus mastngasing untuk mendapatkan pelatihan, kemudian
dipraktikkan dalam kegiatan pengajaran di ruang kelas dengan didampingi oleh
Fasda. Selanjutnya, Fasdfan guru bersamsama melakukan refleksi hasil
pembelajaran untuk mengeksplorasi masalah dan menemukan solusi bersama. Proses
refleksi ini tidak hanya dilakukan secara tatap muka, tetapi juga melalui media sosial
atau Whatsapp grup. Guru diminta untuk rkame pembelajaran di kelas untuk
kemudian dibagikan di Whatsapp Grup yang telah dibentuk sebelumnya. Lalu, Fasda
dan anggota grup lainnya akan memberikan umpan balik terkait kegiatan
pembelajaran yang dilakukan untuk memperbaiki kualitas mengajarnya. fara g
didorong untuk dapat memberikan Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan
Menyenangkan (PAKEM) kepada siswa.

Untuk tahapan replikasi atau penyebarluasan progreate( out kepada gugus KKG

dan sekolatsekolah di luar rintisan, INOVASI bersama pemeaintaerah (Dinas
Pendidikan dan Bappeda) merancang dan mengimplementasikan perluasan program
dengan menggunakan dana APBD. Pada tahap ini, INOVASI mendampingi Pemda
untuk menyusun rencana dan anggaran sesuai kemampuan APBD guna melatih guru
sesuai pfedtagandcdamn | NOVASI 0. Unt uk di kabu|
pemerintah daerah cukup baik salah satunya terlihat dari replikasi program penguatan
literasi dasar melalui KKG dengan memilih Fasda. Dilihat dari tim pelaksananya
Fasda di Kabupaten Bulungiambagi menjadi menjadi 4 yaitu Fasda pilot INOVASI,

Fasda Universitas Makassar, Fasda Mandiri dan Fasda Mandiri berbasis APBD. Hal

ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah sudah dapat mereplikasi program.

Sayangnya keberhasilan dalam replikasi progrartidak berlaku di semua daerah
mitra INOVASI. Berdasarkan hasil evaluasi program yang dilakukan oleh tim
Puslitjak (2019), meskipun advokasi telah mendorong Pemda dalam perencanaan

program dan penganggaran, namun belum bisa sepenuhnya terjamin apakah
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pelalsanaannya dapat dilakukan secara maksimal sebagaimana program rintisan
yang dilakukan INOVASI. Perlu pendampingan dan pengawasan bersama untuk
memaksimalkan pelaksanaan program replikasalé oul agar berjalan secara
optimal. Selain itu, juga diperlukgpeningkatan kapasitas SDM para pengambil
kebijakan di daerah. Kapasitas SDM menjadi kunci agar Pemda dapat secara mandiri
mengidentifikasi masalah, merancang program, mengimplementasikan program,

serta melakukan evaluasi.
. KIAT Guru i Program Peningkatan Kapasitas

Program Rintisan KIAT Guru bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan
pendidikan di daerah tertinggal melalui transformasi masyarakat dalam menilai
layanan guru dan dikaitkannya pembayaran Tunjangan Khusus d&ngan
kehadiran guru atau kualitas layanan guru. Program ini merupakan kolaborasi antara
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Tim Nasional Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), dan lima pemerintah kabupaten PDT:
Manggarai Barat dan Manggarainfur di Nusa Tenggara Timur, serta Sintang,
Landak dan Ketapang di Kalimantan Barat. Program ini diimplementasikan oleh
Yayasan BaKTlI, dengan dukungan teknis dari World Bank dan pembiayaan dari
Pemerintah Australia dan USAID.

Ada tiga permasalahan utama gadhidentifikasi oleh TN2PK terkait pelaksanaan
kegiatan pembelajaran yang banyak terjadi di daerah tertinggal, yaitu ketidakhadiran
guru; kurangnya informasi dan transparansi tentang kriteria, mekanisme, dan
pembayaran tunjangan untuk guru yang bekemiédrah terpencil; dan tidak adanya
mekanisme penghargaan dan sanksi yang terkait langsung dengan keberadaan atau

kualitas layanan guru.

Ada beberapa pendekatan yang dilakukan untuk meningkatkan keberadaan dan

kualitas layanan pendidikan di daerah terpenci

1) Memberdayakan masyarakat untuk memberikan dukungan pelaksanaan

dan penilaian bagi layanan pendidikan

Program Rintisan KIAT Guru terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu tahap awal,
tahap implementasi, dan tahap evaluasi. Pada tahap awal, pihak sekolah dan
masyarakat membuat kesepakatan layanan, memprioritaskan indikator layanan

pendidikan, dan membentuk Kehpok Pengguna Layanan (KPL). Pada tahap
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implementasi, KPL melakukan pengawasan dan memberikan dukungan bagi
pihak sekolah untuk melaksanakan kesepakatan layanan, memverifikasi
kehadiran guru di sekolah, dan menilai kualitas layanan guru. Pada tahap
evaluai, pihak sekolah dan masyarakat bersaaraa mereviu kesesuaian dari
kesepakatan layanan, indikator layanan pendidikan, dan keanggotaan KPL.
Selain memberdayakan KPL, Program Rintisan KIAT Guru mengidentifikasi
dan menguatkan kapasitas Kader Desa untukfamlitasi pertemuan antara

pihak sekolah dan masyarakat.

2) Mengaitkan pembayaran tunjangan guru dengan kehadiran atau kualitas

layanan guru

Kehadiran guru dibuktikan secara akurat dengan KIAT Kamera berbasis android
dan diverifikasi oleh masyarakat. Selanya, kualitas layanan guru dinilai oleh
masyarakat berdasarkan indikator kesepakatan layanan. Transparansi dan
mekanisme pembayaran tunjangan pun diperbaiki agar tepat kriteria, tepat

sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu.

Berdasarkan hasil evaluasi daak yang dilakukan Bank Dunia, Rintisan KIAT
Guruberhasilmeningkatkan kehadiran guru dan peserta didik. Peningkatan ini juga
berpengaruh terhadap peningkatan secara signifikan hasil belajar peserta didik, dan
penurunan tingkat buta huruf dan buta andd&@mpak paling positif secara khusus
ditemukan pada sekolah yang menerapkan pembayaran TKG yang dikaitkan dengan
kehadiran guru yang direkam dengan aplikasi KIAT Kamera. Pencapaian hasil
belajar peserta didik di kelompok ini tiga setengah kali lebih ceapandingkan
dengan sekolakekolah pada kelompok kontrol yang tidak diberikan intervensi apa

pun.

2. Internasional
a. J-PAL: Teaching at the Right Level to Improve Learning

Sistem sekolah di India dan negara lainnya tidak selalu dirancangrmetaknuhi
kebutuhan siswa. Sering kali kurikulum nasional hanya menargetkan pada siswa
siswa unggulan dan gagal memberikan dukungan kepada sebagian besar anak yang
tertinggal. Faktor sekolah dan faktor keluarga turut berkontribusi terhadap

permasalah ini. Sekolahmumnya akan mengelompokkan siswa berdasarkan usia
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dan kelasnya, dibandingkan berdasarkan tingkat pemahaman pembelajarannya. Para
guru juga dituntut untuk menuntaskan kurikulum yang akan selalu bertambah tingkat
kesulitannya setiap tahunnya. Sedangkanewkllkeluarga, banyak keluarga tidak
mampu memberikan dukungan pembelajaran karena tingkat pendidikan mereka yang

juga rendah.

Pratham, sebagai salah satu LSM pendidikan terbesar di India, telah
mengembangkameaching at the Right LevéTaRL) yang bertujan membangun
keterampilandasar dalam matematika dan membaca untuk semua anak sebelum
mereka lulus dari pendidikan sekolah dasar. Pendekatan ini dilakukan dengan cara
menilai tingkat pembelajaraanak degan menggunakan alat ukur sederhana,
kemudian mengempokkan mereka berdasarkan tingkat pemahaman pembelajaran;
menggunakan berbagai kegiatan belajar mengajar yang menarik; dan berfokus pada
keterampilan dasar daripada hanya pada kurikulum; serta mengikuti perkembangan
anak.

Pada tingkat pembelajaran, pem@atama analanak dinilai dengamenggunakan

alat ukur sederhana dan kemudian dikelompokkan berdasarkan tingkat pembelajaran
mereka, bukan berdasarkan usia ataupun kelas. Instruktur akan mengajar setiap
kelompok dimulai dari apa yang sudah mereka ketdmiuk setiap kelompok, ada
kegiatan dan bahan sederhana yang dirancang untuk membantu perkembangan
belajar setiap kelompok. Ada kegiatan yang dilakukan anak dalam kelompok besar,
kelompok kecil, dan perorangan. Sepanjang keseluruhan proses, guru menilai
kemajuan siswa melalui pengukuran sederhana yang berkelanjutan terkait
kemampuan mereka dalam membaca dan melakukan aritmatika dasar. Dengan
metode belajar seperti ini, anakak dapat maju dengan cepat ke kelompok

berikutnya.
Terdapadua model implementagang diterapkan oleh Pratham:
1) Model Kamp Belajar (Learning Camp Modél

Kamp Belajar adalah periode intensif aktivitas instruksional, biasanya
berlangsung selama sepuluh hari yang dilakukan secara langsung oleh instruktur
Pratham. Analanak yang umumnya fesal dari kelas 3 hingga kelas 5
dikelompokkan ulang menurut tingkat pembelajarannya, bukan berdasarkan usia
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atau jenjang kelas. Kamp Belajar dilakukan selama hari sekolah dengan izin dari
pihak berwenang setempat dengan durasi selé&&jam per hari.

2) Model Kemitraan Pemerintah (Government Partnership Modgl

Dalam model ini, guru mengelompokkan ulang aaaik dari kelas 3 sampai 5
berdasarkan tingkat pembelajaran selama satu atau dua jam per hari dengan
berfokus pada keterampilan dasar. Program ini @pinoleh mentor atau
Apemi mpin prakti ko yang merupakan bagi
melaksanakan kelas praktik untuk menerapkan dan mengalami pendekatan TaRL
secara langsung. Para pemimpin praktik kemudian melatih para guru dan juga
memberilan dukungan secara berkelanjutan. Pratham juga membantu membantu
memastikan bahwa guru menerima dukungan bimbingan berkelanjutan yang kuat
dan bahwa sistem pemantauan dan tinjauan diintegrasikan ke dalam sistem

pendidikan yang ada.

Berdasarkarhasil penelian puluhan tahun, TaRL berfungsi paling baik sebagai
pendekatan holistik yang mengarahkan kembali sistem pendidikan yang berfokus
pada hasil pembelajaran, terutama untuk pembelajaran tingkat dasar. Rangkaian
evaluasi di India menunjukkan bahwa melatihrugatau menyediakan bahan
pengajaran saja tidak cukup untuk bisa meningkatkan hasil pembelajaran. Namun,
ketika guru dibimbing oleh tujuan jelas, dibantu untuk memahami data tentang
pembelajaran anak, didukung oleh mentor kuat, dan berbagi tentang parabelaj

dan tantangan, maka hasil pembelajaran akan meningkat.

. UNICEF -- Meningkatkan hasil belajar dalam literasi dan numerasi:

pengalaman eks wilayah Republik Yugoslavia Makedonia

Programliterasi dan numerasi disusun sebagai tanggapan atas prestasi siswa yang
berulang kali rendah dalam tes penilaian internasional seperti PISA, PIRLS, TIMSS,
dan mekanisme yang lemah untuk mendukung peserta didik yang tertinggal atau
tidak melakukan yang tleaik dari kemampuan mereka. Program ini
dikonseptualisasikan sebagai Program Pendidikan Guru yan